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WALIKOTA BLITAR 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  

NOMOR 18 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2013 

TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BELANJA TIDAK TERDUGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dukungan anggaran atas 

ditetapkannya darurat bencana nonalam Covid-19 

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Nomor  

188/138/HK/410.010.2/2020 tentang Status Keadaan 

Darurat Bencana Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Covid-19 Di Daerah, maka beberapa ketentuan yang diatur 

dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Belanja 

Tidak Terduga perlu dilakukan penyesuaian melalui 

perubahan sesuai Peraturan Perundang-undangan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan 

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga 

Mengingat :  1.  Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 
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Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 165); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

12. Undang-Undang     Nomor   6    Tahun    2018 tentang 

Kekarantinaan  Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018  Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3243); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3447); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 34); 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar 

Biasa;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular 

Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya 

Penanggulangan;  

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 

tentang Penanggulangan Penyakit Menular; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
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telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

26. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak 

Terduga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 17) 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 17 TAHUN 2013 

TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, 

diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2 

(1) Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD 

untuk keadaan darurat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya 

termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan 

pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

meliputi : 
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a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau 

kejadian luar biasa; 

b. pemulihan/penanggulangan dampak bencana dan/atau kejadian 

luar biasa; 

c. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau; 

d. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 

(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) mencakup : 

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 

wajib; 

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah 

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat 

peraturan perundangundangan; dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah 

dan/atau masyarakat. 

(4) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

tentang APBD tahun berkenaan. 

(5) Pengeluaran belanja untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk pencarian dan 

penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban 

bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, 

pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian 

sementara, termasuk pengeluaran belanja untuk 

pemulihan/penanggulangan dampak bencana. 

 

2. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam 

APBD untuk mendanaikeadaan darurat, termasuk keperluan mendesak, 

serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah 

tahun-tahun sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan 
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diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 

(satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud diterbitkan. 

 

3.  Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 5 

(1) Penggunaan dan/atau pengeluaran belanja tidak terduga melalui 

pembebanan secara langsung pada belanja tidak terduga untuk 

kegiatan: 

a. keadaan darurat; 

b. keperluan mendesak; dan/atau 

a. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun 

sebelumnya. 

(2) Penggunaan dan/atau pengeluaran belanja tidak terduga untuk 

keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya melalui 

pembebanan sementara pada belanja tidak terduga. 

 

4. Ketentuan pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 6 

(1) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pendanaan 

keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, adalah sebagai berikut: 

a. setelah pernyataan tanggap darurat dan bencana oleh Walikota, 

kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan 

bencana mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) 

kepada PPKD selaku BUD dan/atau memfasilitasi dan 

memverifikasi semua usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) 

dari SKPD untuk diusulkan ke PPKD selaku BUD; 

b. SKPD terkait sesuai kewenangan masing-masing dapat 

mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD 

selaku BUD; 

c. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), Walikota 

menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja 

Tidak Terduga; 
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d. PPKD selaku BUD melakukan verifikasidokumen pengajuan 

anggaran dan mencairkan dana tanggap darurat bencanadengan 

mekanisme LS atau TU kepada bendahara pengeluaran SKPD 

yang mengajukan RKB; 

e. Kepala SKPD yang secara fungsional terkait, dapat membuka 

rekening untuk menampung pencairan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

f. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku 

Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang 

mengajukan RKB; 

g. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan 

bencana bertanggungjawab secara formal dan material terhadap 

penggunaan dana tanggap darurat dan/atau dana bencana yang 

dikelolanya; 

h. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat 

bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan 

fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan 

melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat 

pernyataan tanggung jawab belanja sedangkan bukti pengeluaran 

yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD. 

i. Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD menyusun 

masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara 

memadai pada CaLK; dan 

j. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanganan 

keadaan darurat oleh SKPD terkait dapat diajukan kembali tanpa 

menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai. 

(2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian 

atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang 

telah ditutup sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b adalah 

sebagai berikut: 

a. Unit kerja/SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas 

kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ; 

b. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, unit kerja/SKPD pengelola 

pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan 

belanja tidak terduga kepada Walikota ; 
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c. Selanjutnya unit kerja pengelola pendapatan mengajukan nota 

pencairan dengan dilampiri : 

1. Keputusan Walikota tentang persetujuan penggunaan belanja 

tidak terduga. 

2. Bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan 

penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. 

3. Nomor rekening bank atas nama pemohon klaim 

sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

4. Kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh 

penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD 

dan setuju dibayar oleh PPKD. 

d. Berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara 

pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran 

Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak 

terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar 

dan Surat Perintah Pencairan Dana. 

(3) Mekanisme Penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja 

keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) 

adalah sebagai berikut : 

a. Dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum 

tersedia anggarannya dalam APBD, SKPD terkait mengajukan 

permohonan persetujuan disertai alasan yang menguatkan untuk 

penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Walikota. 

b. Berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, Walikota 

menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja 

Tidak Terduga. 

c. Atas dasar persetujuan walikota sebagaimana dimaksud huruf b, 

rencana pengeluaran belanja diajukan oleh SKPD terkait dan 

diformulasikan dahulu dalam RKA-SKPD. 

d. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud huruf c sebagai dasar 

pencairan anggaran pada belanja tidak terduga yang selanjutnya 

akan digeser pada program dan kegiatan SKPD melalui 

Perubahan APBD. 

e. Dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum 

perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan 

Daerah tentang APBD dilakukan dalam perubahan APBD;  
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f. Apabila penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah 

Perubahan APBD ditetapkan, maka disampaikan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA). 

g. Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

huruf h diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk 

dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD dan 

persetujuan oleh Sekretaris Daerah. 

h. Pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan 

mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan 

sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. 

i. Tata cara pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan tentang pengadaan 

barang dan jasa pemerintah. 

  

Pasal II  

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

 

Ditetapkan di Blitar 

Pada tanggal 17 Maret 2020 

WAKIL WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTOSO 

Diundangkan di Blitar 

Pada tanggal 17 Maret 2020 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

 

Ttd. 
 

Rudy Wijonarko 
 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 18 

 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
 
 ttd. 

 
AHMAD TOBRONI, S.H 

Pembina Tk I 
NIP. 196709091998031008 


